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PENGANTAR
FUNGSI SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D*

Setidak-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. 
Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih 
(votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif 
dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun 
lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut 
proses penyelenggaan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu 
authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi 
menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada 
dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari 
undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip 
demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan 
Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter 
untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. 

Dan kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik 
demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan 
umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem 
Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan 
unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut 
adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, 
Model Penyuaraan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut 
sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur 
ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih 
menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan 
dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan 
sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum 
lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, 
dan (2) salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai 
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tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan 
umum lainnya.

Setiap unsur sistem pemilihan umum terdapat sejumlah pilihan, 
dan setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek 
sistem politik demokrasi. Misalnya, Besaran Daerah Pemilihan 
terdiri atas dua ukuran, yaitu satu kursi per Dapil (single-member 
constituency), dan banyak kursi per Dapil (multi-members 
constituency). Banyak kursi per Dapil dapat dibedakan menjadi 
tiga ukuran, yaitu Dapil Kecil 2 sampai dengan 5 kursi (Small 
Constituency), Dapil Sedang 6 sampai 9 kursi (Medium Constituency), 
dan Dapil Besar 10 atau lebih (Large Constituency). Termasuk yang 
terakhir ini adalah Dapil Tunggal secara Nasional (single-nation 
constituency), seperti yang diterapkan Negeri Belanda dan Timor 
Leste. Dengan kata lain, terdapat 5 pilihan untuk Besaran Daerah 
Pemilihan dan yang masing-masing memiliki konsekuensi terhadap 
sistem kepartaian ataupun sistem perwakilan politik.

Proses pembuatan undang-undang Pemilu oleh DPR dan 
Pemerintah selama ini cenderung tidak memperlakukan sistem 
pemilihan umum secara komprehensif. Proses penyelenggaraan 
Pemilu tidak disusun berdasarkan parameter Pemilu yang jelas. 
Satu-satunya tahap yang diatur dengan prinsip yang jelas adalah 
pemungutan dan penghitungan suara di TPS . Prinsip yang mengatur 
proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya 
enam asas Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi 
juga dua asas tambahan, yaitu transparan dan akuntabel. UU Pemilu 
mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta 
larangan dan sanksinya. Akan tetapi karena dirumuskan tidak 
berdasarkan parameter Pemilu demokratik yang jelas, maka tidak 
hanya ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye banyak 
mengandung kekosongan hukum tetapi juga mekanisme penegakan 
ketentuan tersebut. Lain halnya bila ketentuan kampanye dan dana 
kampanye tersebut berdasarkan parameter yang jelas, seperti 
‘persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu untuk 
meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka,’ 
akan dapat disusun ketentuan, larangan, sanksi dan mekanisme 
penegakan hukum yang tepat.
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Contoh lain alokasi 560 kursi DPR kepada provinsi seluruh 
Indonesia yang dijadikan sebagai Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012. 
Alokasi kursi ini merupakan ‘alokasi kursi DPR kepada provinsi pada 
Pemilu 2004 yang disesuaikan baik karena penambahan 10 kursi 
DPR maupun karena pembentukan Daerah Otonom Baru. Kursi 
DPR ini dialokasikan kepada setiap provinsi tanpa kriteria yang 
jelas. Pada hal alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi seharusnya 
dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara 
(equal representation): satu orang, satu suara, dan nilai setara. 
Karena alokasi kursi tanpa parameter yang jelas, maka harga (jumlah 
penduduk) satu kursi DPR yang paling tinggi dan harga kursi paling 
rendah tidak terletak di Jawa melainkan di Luar Pulau Jawa (Kep. 
Riau dan Papua Barat). Bahkan provinsi yang over representation 
(mendapat kursi terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah 
penduduknya) dan under representation (menerima kursi terlalu 
sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) keduanya 
terletak di Luar Pulau Jawa. Karena pembentukan daerah pemilihan 
berupa penggabungan beberapa wilayah dilakukan tanpa kriteria 
dan persyaratan yang jelas, maka terjadilah pembentukan Dapil 
DPR yang paling aneh di dunia, yaitu penggabungan dua wilayah 
melompati wilayah lain (seperti penggabungan Kota Bogor dengan 
Kabupaten Cianjur melompati Kabupaten Bogor).

Karena pengaturan tentang proses penegakan hukum dan 
penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan tanpa parameter yang 
jelas, maka tidak saja masih banyak kekosongan hukum mengenai 
Ketentuan Administrasi Pemilu tetapi juga pengaturan tentang 
hukum acara, khususnya alokasi waktu untuk setiap kegiatan 
penegakan hukum yang tidak realistik. Seandainya sistem penegakan 
hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu disusun berdasarkan 
parameter yang jelas, misalnya ‘sistem penegakan hukum dan 
penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu,’ maka baik 
ketentuan dan hukum acaranya maupun penegakannya akan dapat 
dirumuskan secara lengkap dan konsisten.

Demikian pula perumusan sistem pemilihan umum sebagai 
instrumen untuk menciptakan sistem politik demokrasi. Pembuat 
undang-undang Pemilu cenderung merumuskan sistem pemilihan 
umum secara parsial alias hanya melihat unsur yang berdampak 
langsung pada perolehan kursi saja, yaitu formula pemilihan dan 
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ambang-batas perwakilan. Bahkan cenderung tidak memperhatikan 
konsekuensi pilihan yang diambil untuk setiap unsur sistem 
pemilihan umum. Akibatnya, sistem pemilihan umum anggota DPR 
dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 
mengandung enam unsur yang dari segi konsekuensinya saling 
bertentangan.1 Ambang-batas perwakilan dinaikkan dai 2,5% 
menjadi 3,5% untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR. Hasil 
Pemilu 2014 menunjukkan hasil sebaliknya, jumlah partai politik 
di DPR tidak berkurang melainkan bertambah dari 9 menjadi 10 
partai. Hal ini terjadi karena unsur sistem pemilihan umum lainnya, 
seperti Besaran Daerah Pemilihan yang berukuran Sedang (70 dari 
77 Dapil DPR berkisar antara 6 sampai dengan 10 kursi), metode 
kuota Hare (Bilangan Pembagi Pemilih) dan the largest reminding 
sebagai prinsip membagi sisa kursi kepada partai politik peserta 
Pemilu berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu 
pemilihan anggota DPR berbeda dari waktu pemilihan presiden, 
justru mempermudah partai politik mendapatkan kursi.

Pola pencalonan dilakukan berdasarkan daftar nama calon 
dengan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik (party-
list) tetapi penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara 
terbanyak. Yang dimaksud dengan suara terbanyak di sini ternyata 
bukan dalam arti mayoritas (50% + 1) melainkan berdasarkan jumlah 
suara lebih banyak. Karena disusun tanpa parameter yang jelas, 
maka suara yang diberikan oleh pemilih kepada nama calon lebih 
tinggi nilainya daripada suara yang diberikan oleh pemilih kepada 
partai politik. Pemilih yang mencoblos tanda gambar partai politik 
hanya ikut memengaruhi kemungkinan partai politik memeroleh 
kursi tetapi tidak ikut menentukan siapa yang menjadi calon terpilih. 
Akan tetapi suara yang diberikan oleh pemilih dengan mencoblos 
satu nama calon tidak hanya ikut memengaruhi kemungkinan partai 
memeroleh kursi tetapi juga ikut memengaruhi kemungkinan calon 
terpilih. Pada hal prinsip Pemilu demokratis adalah setiap suara 
harus dihitung secara setara (every vote count equally). Di samping 
itu, mengapa suara yang diberikan sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) 
UUD 1945 (memberikan suara kepada Partai Politik sebagai Peserta 

1	 Ramlan Surbakti, Understanding the Flaws in Indonesia’s Electoral Democracy, 
dalam Strategic Review, The Indonesian Journal of Leadership, Policy and 
World Affairs, Volume 4, Number 1 January-March 2014.
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Pemilu) diperlakukan lebih rendah daripada suara yang diberikan 
kepada nama calon? 

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka tidak hanya 
memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi menjadi 
sekedar event organizer tetapi juga memberikan insentif bagi 
Calon, Pemilih dan Petugas (KPPS, PPS dan PPK) untuk melakukan 
transaksi jual-beli suara. Ketika suara yang diberikan kepada nama 
calon lebih penting daripada suara yang diberikan kepada Partai 
Politik, dan ketika penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan 
urutan jumlah suara yang diperoleh calon, maka Partai Politik tidak 
saja kehilangan legitimasi dari rakyat tetapi juga kehilangan peran 
sebagai Peserta Pemilu. Ketika jumlah kursi yang diperebutkan di 
setiap Dapil berkisar antara 6 sampai dengan 10 kursi, maka peluang 
partai politik ‘kecil’ memeroleh kursi semakin besar. Seorang calon 
tidak perlu mencapai suara mayoritas ataupun BPP untuk dapat 
ditetapkan sebagai calon terpilih. Seorang calon hanya memerlukan 
jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara calon lain dari 
Partai yang sama dan di Dapil yang sama untuk ditetapkan sebagai 
calon terpilih. Ketika peran calon jauh lebih penting daripada Partai 
dalam melakukan kampanye, maka Besaran Dapil ukuran Sedang 
dan penetapan calon terpilih berdasarkan jumlah suara lebih banyak 
merupakan insentif untuk melakukan transaksi jual-beli suara.

Pada satu sisi, untuk menjamin kemungkinan partai politik 
memeroleh kursi, maka semua partai politik (terutama partai 
kecil) mempertahankan Besaran Dapil ukuran Sedang. Makin 
banyak jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil, maka 
sistem perwakilan politik yang hendak diciptakan adalah DPR 
dan DPRD sebagai miniatur masyarakat (keterwakilan sebagian 
besar masyarakat). Akan tetapi untuk memeroleh suara sebanyak 
mungkin, partai politik menyetujui pemberian suara kepada nama 
calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan jumlah 
suara. Pemberian peran yang jauh lebih besar kepada calon 
daripada kepada partai politik, maka sistem perwakilan politik yang 
hendak diciptakan adalah anggota DPR dan DPRD yang akuntabel 
kepada konstituen. Kalau demikian apa format sistem perwakilan 
politik Indonesia berdasarkan sistem pemilihan seperti itu: apakah 
sistem perwakilan politik yang menempatkan DPR dan DPRD 
sebagai cerminan masyarakat ataukah sistem perwakilan politik 
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yang menempatkan anggota DPR dan DPRD akuntabel kepada 
konstituen? Siapakah yang mewakili konstituensi (Dapil): anggota 
DPR dan DPRD ataukah Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki 
kursi di DPR dan DPRD? Bila mengikuti sistem pemilihan umum 
yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, maka jawaban atas 
pertanyaan di atas: keduanya. Sistem Perwakilan Politik Indonesia 
ternyata ‘kanan-kiri’ OK.

Singkat kata terdapat dua pesan yang hendak disampaikan 
dalam menyusun UU Pemilu, khususnya sistem pemilihan umum 
anggota DPR dan DPRD. Pertama, sepakati dan tetapkan lebih 
dahulu parameter Proses Pemilu Demokratik baru kemudian 
merumuskan ketentuan, larangan dan sanksi sebagai penjabaran 
setiap parameter. Dan kedua, sepakati dan tetapkan lebih dahulu 
tujuan yang hendak dicapai (mengenai berbagai aspek sistem politik 
demokrasi: sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas 
pemerintahan, perilaku memilih, dan sebagainya) baru kemudian 
dipilih disain sistem pemilihan umum untuk mencapainya. Selain 
itu, berbagai tujuan yang hendak dicapai belum tentu konsisten satu 
sama lain. Karena itu, keputusan tentang apa yang menjadi prioritas 
harus disepakati lebih dahulu sebelum memilih disain sistem 
pemilihan umum.

Surabaya, 1 Juli 2015
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